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Abstrak. Proses invansi Indonesia ke Timor-Leste banyak menimbulkan pelanggaran 
HAM dan kejahatan kemanusiaan berat. Persoalan tersebut sampai sekarang beluin jelas 
pertangungjawabannya. Tanggung jawab atas persoalan kekerasan politik masa lalu di 
Timor-Leste semestinya berada di pundak Indonesia karena negara Indonesia secara resmi 
mendukung berbagai bentuk kekerasan politik bagi masyarakat Timor-Leste. Penyelesaian 
masa lalu antara Indonesia dan Timor-Leste sudah diupayakan dengan membehtuk Komisi 
Kebenaran dan Persahabatan (KKP) HAM. Komisi ini dibentuk _dengan semangat untuk 
melakukan rekonsiliasi. Namun sayang, rekonsiliasi tersebut mengabaikan dua prinsip 
mendasar yang lain yaitu kebenaran dan keadilan. KKP HAM sudah mencoba sedikit 
mengungkap kebenaran namun tanpa pemenuhan keadilan. Usaha ini sangat didukung 
oleh para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat karena memberikan 
ruang yang "nyaman dan aman" bagi mereka untuk mempraktikkan prinsip-prinsip supra 
individual. Politik supra individual ini membuat proses rekonsiliasi pun tidak ubahnya 
"mistiftkasi" politik untuk menundukkan ruang semiosis para korban (survivors) yang 
menuntut pertanggungjawaban yang adil bagi pemulihan martabat dan sejarah hidup 
mereka di masa lalu. Rekonsiliasi akhirnya menjadi cara untuk tetap melanggengkan 
impunitas. Karena itu, testimoni dan kesaksian para korban harus bisa menjadi signifiant 
(penanda) sejarah working through agar tidak terjadi kembali pengulangan atas sejarah 
yang ditundukkan oleh prinsip-prinsip supra individual. 

Kata-kata Kunci: Pelanggaran HAM, koeksistensi, prinsip supra individual, 
rekonsiliasi, working through, sejarah 

Lepasnya Timor-Leste dari wilayah Indonesia lewat proses jajak pendapat ban.yak 

meninggalkan persoalan HAM dan kejahatan kemanusiaan berat yang sampai 

sekarang belum jelas pertanggungjawabannya. Semestinya tanggung jawab 

terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat di Timor-Leste 

berada di pundak aparat negara Indonesia, terutama dari kalangan polisi dan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mengapa? Karena semasa invasi Indonesia 

terhadap Timor-Leste (1974-1999), ban.yak tindakan kekerasan dilakukan oleh 

polisi dan tentara terhadap masyarakat Timor-Leste dengan dukungan resmi 

negara Indonesia. Pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat itu berupa 
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pembunuhan tidak sah, penghilangan paksa, penyiksaan, penganiyaan, penahanan 

sewenang-wenang, berbagai kekerasan seksual yang dilakukan kepada perempuan 
Timor-Leste dan lain sebagainya. 

Pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat di Timor-Leste tersebut 
dilakukan secara kolektif oleh aparatur negara Indonesia. Karenanya, tanggung 
jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus dilakukan lewat keadilan 
formal yang transparan karena negara secara resmi memberikan legitimasi 

terhadap semua pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat tersebut. 
Penyelesaiannya tidak bisa sebatas melakukan rekonsiliasi antara kedua negara 

tanpa pertanggungjawaban yang adil dengan dilandasi pengungkapan kebenaran. 
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (I<KP) antara Timor-Leste 
dan Indonesia merupakan salah satu upaya untuk melakukan rekonsiliasi dan 

mengungkapkan kebenaran. Namun sayang, KKP tidak sampai mendorong 
pengungkapan kebenaran itu dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. 

Rekonsiliasi antara Timor-Leste dan Indonesia yang sudah diupayakan lewat 

pembentukan KKP belum bisa sepenuhnya memberikan jawaban atas tuntutan 
rasa keadilan yang diminta oleh para korban dan keluarganya. Pengungkapan 
kebenaran tanpa disertai pertaggungjawaban yang adil hanya akan membuat upaya 
rekonsiliasi tak ubahnya manipulasi politik di hadapan para korban pelanggaran 
HAM dan kejahatan kemanusiaan. Meskipun demikian, rekonsiliasi tetap penting 

dilakukan di tengah masyarakat Timor-Leste itu sendiri pasca pengalaman 
kekerasan yang telah memecah rekatan sosial mereka sebagai kelompok prointegrasi 
dan prokemerdekaan. Rekonsiliasi yang dilakukan barulah menyentuh masyarakat 
akar rumput dan belum para pelaku utamanya, yang dikategorikan sebagai pelaku 

pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat. Namun demikian rekonsiliasi 
akar rumput tersebut sangat penting artinya sebagai proses awal pemulihan 

kehidupan pasca tragedi kemanusiaan politik di Timor-Leste yang memuncak pada 
tahun 1999. 

Berdasarkan pengalaman dalam menyelesaikan berbagai persoalan kekerasan 
di Timor-Leste, tulisan ini menawarkan sebuah pandangan bahwa penyelesaian 
pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan masa lalu tidak cukup den.gan 
melakukan proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi harus disertai atau diikuti oleh dua 

prinsip pokok yang tidak bisa diabaikan yaitu kebenaran dan keadilan. Pertanyaan 
yang mendesak untuk dijawab adalah: apakah rekonsiliasi bisa atau baik dilakukan 
untuk para pelaku kekerasan yang berakibat pada pelanggaran HAl\.f dan kejahatan 
kemanusiaan berat? Bagaimana kita akan menyelesaikan persoalan pelanggaran 

HAM dan kejahatan kemanusiaan berat yang secara kolektif dilakukan oleh aparatur 
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negara? Dua pertanyaan pokok ini akan dijawab dalam tulisan ini dengan melihat 
konteks persoalan di Timor-Leste setelah jajak pendapat 1999. 

Berawal dari pengalaman Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK) yang 
dilakukan di Timor-Leste, tulisan ini mau membidik persoalan dasar yang selalti 
"meleset" untuk disentuh dalam penyelesaian pelanggaran HAM dan kejahatan 

kemanusiaan berat masa lalu. Dalam tingkat akar rumput, rekonsiliasi tampak 
menjawab kebutuhan I?raktis agar masyarakat yang baru saja mengalami konflik 
kekerasan bisa segera menata hubungan sosial mereka. Proses rekonsiliasi bisa 
diterima dan dilakukan oleh masyarakat tanpa meninggalkan prinsip kebenaran 
dan keadilan. Hal itu bisa lebih cepat dilakukan di kalangan masyarakat akar rumput 

karena pelanggaran yang mau diselesaikan lewat proses rekonsiliasi bukanlah 
pelangaran HAM atau kejahatan kemanusiaan berat. lni sangat problematis kalau 

praktik rekonsiliasi tersebut diperuntukkan bagi para pelaku pelanggaran HAM 

dan kejahatan kemanusiaan berat. Para pelaku lebih senang memilih "rekonsiliasi" 
karena bisa mengabaikan kedua prinsip fundamental yang lain yaitu kebenaran dan 
keadilan. 

Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK) di Timor-Leste 
Program rekonsiliasi akar rumput bagi masyarakat Timor-Leste yang terbelah 
dalam dua kelompok besar prointegrasi dan prokemerdekaan secara resmi 

dilakukan oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi {CA VR/ Comissao 
de Acolhimento, Verdade e Reconcilia9ao). CAVR telah merampungkan mandatnya 

untuk mengungkapkan kebenaran masa lalu tentang berbagai pelanggaran HAM 
dan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste dari rentang tahun 1974-1999, baik 

yang dilakukan oleh gerakan pembebasan Timor-Leste dan terutama oleh aparatur 
negara Indonesia. Hasil kerja terse but secara lengkap telah dituliskan dalam laporan 
Chega ! . Dalam laporan ini dijelaskan bahwa pada bulan Oktober 1999, sekitar 180.000 

pengungsi di Timor Barat sudah kembali ke Timor-Leste (Volume IV, 2010: 2703). 
Para pengungsi yang masih memutuskan untuk tinggal di Indonesia adalah para 
komandan milisi, orang Timor anggota 1NI, pejabat sipil, dan politikus prootonomi 

yang ditengarai bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat pada 1999. Hal ini 
tetjadi karena Pasukan Internasional di Timor-Leste (Interfet) dan juga UNTAET 
menyatakan bahwa jika ada orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan berat 
kembali ke Timor-Leste, mereka akan ditangkap dan diadili. 

Selain itu, banyak di antara para pengungsi memang berperan relatif kecil 
dalam kekerasan dan penghancuran. Ribuan orang Timor-Leste bergabung dengan 

kelompok milisi, termasuk di antaranya yang dipaksa untuk ikut bergabung dengan 
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kelompok tersebut. Mereka ini kebanyakan ikut bergabung dan melakukan tindakan 

kekerasan, seperti melakukan pembakaran rumah, pemukulan, intimidasi, dan 

penjarahan. Sebagian pengungsi adalah _mereka yang sebenarnya tidak melakukan 

tindakan kekerasan, namun menjadi bagian dari anggota keluarga dari orang-orang 

Timor-Leste yang melakukan tindak kejahatan atau para pendukung integrasi. 

Untuk menyelesaikan "pelanggaran HAM tidak berat" ini, CA VR melakukan 

Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK). 

PRK ini sangat penting dilakukan bagi warga Timor-Leste. Mengapa? Karena 

warga Timor-Leste yang melakukan pelanggaran HAM dan tindakan kejahatan, 

namun dikategorikan sebagai "kejahatan tidak berat", tetap membutuhkan 

proses pengadilan. Akan tetapi, menjadi persoalan di sini, bagaimana sistem dan 

mekanisme untuk mengadili ribuan orang dalam waktu yang bersamaan? Selain 

itu, ada desakan bahwa kembalinya para pengungsi dan orang-orang yang terlibat 

dalam kekerasan pascajajak pendapat 1999 harus cepat diintegrasikan ke dalam 

sistem sosial masyakat Timor-Leste agar kehidupan bisa segera betjalan (agak) 

normal. Maka dari itu, demi alasan praktis dan pragmatis bahwa kehidupan harus 
mulai berjalan (agak) normal, ditempuhlah Proses Rekonsiliasi Komunitas (Volume 

IV, 2010: 2701). CA VR merancang PRK sebagai upaya untuk memajukan rekonsiliasi 

akar rumput di antara sesama warga Timor-Leste karena hubungan mereka jelas 

telah hancur berantakan oleh konflik kekerasan. 

Rekonsiliasi komunitas akar rumput ini sudah dimulai sejak para pengungsi 

dan orang-orang Timor-Leste yang melakukan kejahatan kemanusiaan tidak berat 

berada di kamp-kamp pengungsi Timor Barat. Banyak lembaga kemanusiaan, salah 

satunya Jesuit Refugee Service Indonesia, sangat terlibat aktif dalam mengawali 

program rekonsiliasi komunitas tersebut. PRK menjadi salah satu bentuk "uji 

coba," karena belum pemah dilakukan sebelumnya. Paradigma yang mendasari 

PRK adalah keadilan retributif. Keadilan retributif ini dilakukan di kalangan 

warga Timor-Leste untuk mulai mengintegrasikan orang-orang yang terkucil dari 

komunitasnya sendiri karena mereka pemah melakukan pelanggaran "kurang 

berat" yang terkait dengan konflik-konflik politik di Timor-Leste. Proses rekonsiliasi 

ini menekankan bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran tidak berat telah 

siap melakukan proses rekonsiliasi bersama. Karenanya, dalam praktiknya proses 

rekonsiliasi ini sangat menekankan mekanisme partisipatif di tingkat desa. PRK 

mencoba menggabungkan praktik keadilan tradisional, arbitrase, mediasi, aspek 

hukum pidana dan perdata (Volume IV, 2010: 2701-2702). 

PRK menjadi salah satu solusi yang mendesak, namun tidak mengabaikan 

prinsip keadilan dan kebenaran dalam tingkat komunitas. Selain itu, sangat menarik 
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bahwa PRK mengangkat kembali fungsi hukum lisan yang mengacu pada keadilan 
tradisional. Hukum atau peradilan lisan ini mendesak untuk dihidupkan kembali 
karena selama proses pendudukan Indonesia, baik hukum lisan dan formal tidak 
lebih sebagai alat penindasan clan bukan alat untuk melindungi rakyat. Hukum 
lisan ini juga dihancurkan dan digunakan sebagai alat manipulasi yang dilakukan 

oleh TNI dan aparatur negara Indonesia lainnya untuk mengadu domba sesama 
warga Timor-Leste sendiri. Maka dari itu, PRK mencoba mengangkat kembali 
kekuatan hukum lisan ini di tengah warga Timor-Leste. Hukum lisan ini memang 
memiliki akar pada tradisi dan budaya Timor-Leste dan memang terbukti efektif 

untuk melakukan proses penyelesaian pelanggaran a tau kejahatan tidak berat pasca 
Jajak Pendapat 1999. 

Dalam praktiknya PRK tidak dilepaskan dari prosedur hukum formal. 
Karenanya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh Panel Kejahatan Biasa di Pengadilan 
Distrik di Dili. Panel ini memiliki wewenang untuk menangani tindak kejahatan 
baru, tetapi juga berbagai tindak kejahatan "kurang berat" yang terjadi selama 
masa konflik politik. Haruslah diakui, setelah Timor-Leste merdeka, negara baru 

ini belum memiliki hakim, jaksa dan pengacara yang berpengalaman dalam bidang 
hukum. Hal ini menjadi kelemahan hukum formal yang baru dibentuk. Meskipun 

dengan segala keterbatasannya, para profesional hukum dan petugas administrasi 
pengadilan sudah berusaha untuk beketja dengan baik. 

Akan tetapi hukum formal jelas tidak bisa mengakomodasi berbagai kasus 
berat clan kasus-kasus baru yang muncul. Apalagi sistem hukum Timor-Leste harus 

segera menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk kejahatan "kurang berat" 

yang menumpuk sebagai akibat pelanggaran HAM dan tindak kejahatan pada 
masa lalu. Jelas bahwa tindak kejahatan dan pelanggaran HAM "kurang berat" ini 
kalau dibiarkan akan menjadi impunitas total. lmpunitas akan menghambat upaya 
penghormatan pada kekuasaan hukum di negara baru ini. Selain itu, impunitas 
total di tengah warga Timor-Leste akan menimbulkan dorongan untuk main hakim 

sendiri dan balas dendam yang dengan mudah akan menyulut emosi warga Timor­
Leste serta akan menimbulkan gelombang kekerasan baru (Volume IV, 2010: 2704-
2705). 

Keadilan tradisional ini mengacu pada praktik penyelesaian tradisional di 
Timor-Leste yang dikenal dalam bahasa Tetun sebagai upacara nahe biti boot yang 
artinya "menggelar tikar bersama." Upacara ini dipimpin oleh pemimpin spiritual 

yang disebut Zia nain. Lewat upacara inilah warga Timor-Leste sering menyelesaikan 
perselisihan yang terjadi antar mereka. Tikar besar tidak boleh dilipat sebelum 
tercapai penyelesaian. Dalam peradilan tradisional, lia nain memainkan perah 
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penting sebagai fasilitator dan hakim. Meskipun prosedur lisan ini berbeda-beda 

di setiap daerah, namun pada umurnnya nahe biti boot ini memiliki prinsip yang 

sama di seluruh pelosok Timor-Leste. Maka dari itu, proses rekonsiliasi yang 

dilakukan di Timor-Leste pascajajak pendapat 1999 mengambil sistern peradilan 

tradisional untuk mencari pemecahan terhadap perselisihan antara korban dan 

pelaku. Peradilan tradisional ini tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan 

pengungkapan kebenaran. 

Nilai dasar dalam peradilan tradisional yang sudah berurat dan berakar 

dalam budaya Timor-Leste digunakan untuk menyelesaikan persoalan masa lalu 

antara korban dan pelaku di tengah komunitas warga Timor-Leste. Sistem hukurn 

tradisional yang rnenggunakan budaya lisan ini dalam praktiknya diteguhkan juga 

dengan regulasi tertulis. PRK ditetapkan lewat Regulasi 10/2001 yang disahkan 
oleh Dewan Nasional pada 13 Juni 2001. Pelaksanaan PRK itu sendiri mernakai 

prinsip-prinsip berikut (Volume IV, 2010: 2721): 

1. Membantu rekonsiliasi antara pelaku, korban dan komunitasnya. 

2. Mengandalkan partisipasi sukarela dari semua pihak. 

3. Mem.fasilitasi tercapainya kesepakatan dengan pelaku, dengan partisipasi 

korban dan keluarga mereka, pemirnpin komunitas, serta masyarakat luas. 

4. Karban dan pihak-pihak berkepentingan lainnya harus mendapatkan 

kesempatan bicara. 

5. Semua pihak harus mendapatkan kesempatan menyaksikan pengakuan 
pelaku. 

6. Pertemuan harus bersifat antikekerasan dan dalam mempersiapkan 

perternuan, langkah-langkah pengamanan harus dilakukan untuk 

menghindari konflik fisik. 

7. Pertemuan harus bebas dari alkohol, untuk mencegah emosi menjadi tidak 
terkontrol. 

8. Proses PRK harus mengakui bahwa pemahaman tentang konteks politik yang 

melatarbelakangi kejahatan yang dilakukan si pelaku mempunyai potensi 

untuk penyembuhan. 

Menarik di sini bahwa keadilan tradisional yang berdasarkan tradisi lisan di 

Timor-Leste digunakan sebagai pilihan untuk membuat pengungkapan kebenaran 

sekaligus pencapaian keadilan dalam konteks komunitas akar rumput dan warga 

di desa-desa yang tersebar di seluruh pelosok Timor-Leste. CA VR mencatat bahwa 

PRK rnerupakan program yang cukup efektif untuk mengadili dan memberi sangsi 
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bagi para pelaku tindakan pelanggaran HAM dan kejahatan dalam kategori tidak 
berat, yaitu mereka yang melakukan pencurian, penyerangan ringan, pembakaran, 
intimidasi, merusak fasilitas umum, pemukulan, pembunuhan hewan temak, dan 
lain sebagainya. Para pelaku kejahatan tidak berat (deponen) ini menjadi subyek 

utama dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Mereka diharuskan untuk memberikan 
kesaksian dan pengakuan atas tindak kejahatannya di masa lalu di hadapan para 

korban. 
Maka dari itu, dalam prosedur pelaksanaan PRK sendiri kesaksian deponen 

dan kemudian tanggapan dari para korban menjadi unsur yang paling utama 
dan fundamental. Deponen menyampaikan secara lisan tindakan-tindakan yang 
ia mohon untuk dijadikan bahan untuk rekonsiliasi. Deponen kemudian diminta 

untuk memberikan kesaksian selengkap mungkin atas apa yang dia lakukan. 
Setelah itu ada proses klarifikasi dari panel. Panel kemudian membuat pertanyaan­
pertanyaan klarifikasi, bisa lisan atau tertulis. Pertanyaan bisa sampai pada 
penggalian infonnasi dan motivasi para deponen mengapa melakukan tindak 
kejahatan. Selanjutnya klarifikasi dari para korban yang namanya disebut dan 

menanyakan kepada deponen akan apa yang dia lakukan di masa lalu terhadap 
para korban. lnilah kali pertama, para korban bisa menceritakan kisah mereka dan 

mengkonfrontasikan dengan pelaku tentang kejahatan yang sudah mereka lakukan 
terhadap korban. Proses masih terus dilanjutkan dengan rekonsiliasi antara anggota 
komunitas. Rekonsiliasi ini dipimpin oleh panel. Setelahnya, anggota komunitas 
secara bersama-sama membuat deklarasi tindakan rekonsiliasi, permintaan maaf 
atau sumpah dari para deponen, penandatanganan kesepakatan rekonsiliasi dan 

diakhiri dengan penutupan (Volume IV, 2010: 2722-2725). 
CA VR melaporkan bahwa program PRK ini sangat efektif, karena selama 

pelaksanaannya program PRK sudah menerima 1.541 deponen yang menyatakan 
keinginannya untuk mengikuti PRK. Realisasinya ada 1.371 kasus yang berhasil 
diselesaikan melalui proses PRK. Namun demikian, PRK tidak menggantikan 

pengadilan atau hukum formal. Kasus-kasus pelanggaran HAM dan kejahatan 
berat tetap ditangani oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan regulasi yang sudah 
ditentukan, Kejaksaan Agung membuat keputusan apakah suatu kasus dapat 
ditangani dalam PRK atau tidak. Atau sebaliknya, dalam pelaksanaannya PRK 

bisa merekomendasikan bahwa kasus ini tidak bisa diputuskan oleh PRK. Dalam 
banyak hal, PRK juga membantu pengungkapan kebenaran terhadap kasus-kasus 

pelanggaran HAM dan kejahatan berat di masa lalu. Dalam hal ini panel harus 
membawa kasus itu ke Kejaksaan Agung. 
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Data yang dipaparkan oleh CA VR menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung 

tidak mengizinkan 85 kasus diselesaikan melalui proses PRK dan harus ditangani 

oleh Kejaksaan Agung. Sedangkan 32 kasus harus ditangguh.kan penanganannya 

karena masuknya informasi tambahan yang menengarai deponen terlibat dalam 

"tindak kejahatan berat" atau masyarakat menolak kesaksian deponen ( Volume IV, 

2010: 2736-2737). Lepas dari segala keterbatasannya, PRK telah menorehkan sejarah 

bagi penyelesaian masa lalu bagi warga Timor-Leste dalain tingkat akar rumput. 

Karena lewat PRK, tetjadi proses pengungkapan kebenaran dan tidak membiarkan 

impunitas. 

Selain itu, PRK memang didasarkan pada prinsip keadilan retributif yang 

akhimya sedikit diselesaikan dengan keadilan restoratif. Korban bisa mendapatkan 

pemulihannya, meskipun belum mencakup sesuatu yang mendasar, namun 

pemberlakuan sistem ganti rugi oleh pelaku terhadap korban sudah sedikit 

membuka jalan bagi penyelesaian dalam bingkai keadilan. Para pelaku kejahatan 

ringan yang sudah terbukti bersalah dihukum atau membayar ganti rugi, misalnya 

dengan memperbaiki rumah korban yang dulu dirusak, melakukan kerja bakti 

untuk membangun desa, atau menukar barang-barang yang dulu mereka jarah 

dari para korban. Bahkan, seperti dilaporkan CA VR, korban dan deponen sama­

sama menanggung hukuman, misalnya melakukan ketja bakti bersama untuk 

membangun kampung atau mengumpulkan uang bersama untuk mengganti 

barang-barang yang dijarah atau dirusak oleh deponen. 

Oposisi Biner dalam Persoalan Masa Lalu 
Sekali lagi, meskipw1 tidak bisa menuntaskan semua persoalan masa lalu, PRK 

sudah menjadi simbol bagi berakhirnya konflik dalam tingkat komunitas. PRK 

menjadi ruang untuk mencairkan trauma lewat proses transference dalam lingkup 

komunitas atau masyarakat akar rumput. Gagasan transference dikembangkan 

kembali oleh Dominick LaCapra dalam usahanya menulis kembali sejarah holocaust 
di Jerman dengan menggunakan perspektif psikoanalisa Freudian. Transference 
dalam pengertian dasar yang dikembangkan oleh Freud adalah tindakan melakukan 

repetisi terhadap pengalaman masa lalu. Tindakan repetisi ini membawa serta hal 

yang paling rumit yakni relasi Oedipus. Dalam pengertian yang dikembangkan oleh 

Freud, relasi Oedipus ini biasa digambarkan sebagai hubungan antara orangtua dan 

anak yang tidak cocok atau timpang. Model hubungan tersebut bisa dipakai dalam 

konteks yang lebih luas, misalnya dalam hubungan antara guru dan murid, dokter 

dan pasien, dan seterusnya (LaCapra, 2001:142). Dalam konteks kekerasan politik 

seperti di Timor-Leste, hubungan itu bisa juga diberlakukan dalam hubungan an tar a 
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pelaku dan korban. Relasi yang tidak cocok atau timpang terjadi karena dalam 
prosesnya terjadi "mistifikasi" dalam komunikasi antar mereka. Komunikasi tidak 
menemukan titik temu karena di dalamnya masih disembunyikannya kepentingan 
untuk menguasai, menindas, dan bahkan meniadakan otonomi atau kebebasan 
yang lain. 

Oleh karena itu, bagi LaCapra transference merupakan usaha untuk mencari 
celah interpretasi ter~adap peristiwa kekerasan masa lalu. "Mistifikasi" tersebut 
harus dapat diatasi dalam proses transference. Karenanya, transference selalu 
membawa problem etis dan politis karena dalam tindakan repetisi tersebut 
termuat ingatan traumatis akan peristiwa kekerasan masa lalu. Repetisi tersebut 

selain dimengerti sebagai peristiwa mental-individual, namun juga bisa dilihat 

dalam konteks hubungan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat yang pemah 
mengalami konflik kekerasan pasti tidak bisa melepaskan ingatan mereka terhadap 
pengalaman trauma masa lalunya. Repetisi terhadap pengalaman masa lalu itu 
selalu mengandung dua unsur ~asar yang melekat di dalamnya, yakni "acting-out" 
dan "working through" (LaCapra, 2001: 142). Dua konsep dasar itu juga merupakan 

konsep kunci dalam psikoanalisa Freud. LaCapra menggunakan dua pendekatan 
psikoanalisa tersebut lebih dalam pengertian politis dan etis untuk memahami 
trauma masa lalu akibat dari kekerasan yang tetjadi. 

LaCapra menekankan bahwa tindakan repetisi tidak bisa lepas baik dari 
"acting out" atau "working through." Keduanya memiliki pengertian dan dampak 
yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. "Acting-out" merupakan tindakan 

repetisi yang masih dilekati oleh emosi yang kental terhadap masa lalu. Letupan 
emosi menyelimuti tindakan repetisi dan masih membawa "beban" pengalaman 

traumatis yang wujud representasinya berupa rasa marah, dendam, kebencian, dan 

segala bentuk produksi tindakan yang akan menimbulkan kekerasan berulang. 
Sedangkan "working through" merupakan tindakan repetisi yang mampu membuat 
"jarak secara kritis" terhadap pengaruh kekerasan. Pengalaman traumatis masa lalu 

bukan merupakan kumpulan emosi, namun berhasil disikapi secara rasional untuk 
mengambil jarak terhadap letupan-letupan yang akan mereproduksi kekerasan. 
Namun dalam proses melakukan repetisi, dua aspek tindakan itu bisa saja hadir 
secara bersamaan. Maka dari itu, proses PRK merupakan transference karena memuat 
dua tindakan repetisi, baik "acting-out" dan "working through." 

Transference selalu memuat baik tindakan dalam kategori "acting-out" dan 
"working through." Maka dari itu proses transference belum mampu melepaskan diri 

dari persoalan oposisi biner. CA VR memberikan sebuah gambaran yang sangat 
menarik bagaimana oposisi biner dalam PRK di Timor-Leste terjadi. Oposisi biner 
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yang sangat mencolok terjadi dalam tegangan dalam penggunaan tradisi lisan 
dan tertulis (regulasi). Saat regulasi tertulis mampat untuk mencari celah bagi 
penyelesaian masa lalu yang terjadi di tengah masyarakat pasca konflik kekerasan 
yang brutal, tradisi lisan bisa memberikan jalan altematif untuk menyelesaikannya. 
Di saat tradisi lisan tidak lagi cukup untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran 

atau kejahatan berat, tradisi tertulis seolah diminta dengan otoritasnya untuk 
menuntut tanggung jawab atas perbuatan itu. 

Oposisi biner terus tetjadi di sini, yaitu lisan dan tertulis, hukurn tradisional 

dan hukum formal, pelanggaran berat dan pelanggaran tidak berat, pelaku dan 
korban, masa lalu dan masa sekarang dan seterusnya. Karenanya, oposisi biner ini 
jika tidak mendapat representasi baru atas simbol-simbol yang mampu menciptakan 
ruang semiosis akan terus melanggengkan mekanisme "kambing hitam." Kalau 

salah satu dari yang lainnya lebih kuat posisinya, komposisi relasi akan berjalan 
timpang sehingga ketidakadilan akan terus berjalan. Dalil a.tau interpretasinya pasti 

akan berbunyi: yang satu akan menyalahkan (mengalahkan) yang lainnya, dan 
yang lainnya akan terus-menerus menuntut kepada yang memiliki kekuatan untuk 
meminta pertanggungjawaban dalam posisi sebagai korban. Namun kebanyakan 
fakta yang seringkali terjadi bahwa "yang kuat" mampu menundukkan tuntutan 

"yang lemah." Situasi seperti inilah yang dapat dipahami sebagai komunikasi 
yang terus dibayangi oleh tindakan "mistifikasi" dalam relasi Oedipus. Jika tidak 
teratasi situasi tersebut akan mereproduksi kekerasan yang akan meletup di tengah 
masyarakat Tim9r-Leste. 

Oleh karena itu, selalu saja ditemukan bahwa setiap pembahasan mengenai 
persoalan pelanggaran HAM dan kejahatan masa lalu akan membawa kita dalam 
dilema etis yang tidak selalu mudah ditemukan jalan keluarnya. Dilema etis 

tersebut akan sangat kuat tergarnbarkan lewat ketegangan antara "batasan-batasan 
normatif" (normative limits) dan "akibat yang melampaui batasan-batasan normatif" 

(excess) dari pelanggaran HAM dan kejahatan kernanusiaan di masa lalu. Dilema 
etis tersebut bisa dipahami lewat penjelasan La Capra (2001: 153-154) demikian. 

Saya setuju tentang sesuatu yang sangat penting seperti pemah dikatakan 
oleh Benjamin sebagai "kelemahan nilai-nilai mesianik," dan saya harus 
mencoba untuk melihat hal tersebut dalam pengertian etika, keduanya 
memiliki arti yang lebih luas dan juga sangat khusus. Salah satu masalah 
yangmendesak tentangetika adalah kaitan antara batasan-batasan norm.a ti£ 
dan bagaimana kita mampu melampaui atau mengatasi batasan-batasan 
yang ada. Kamu juga harus melihatnya lewat jalan lain di mana hubungan 
tersebut marnpu dikembangkan dalam wilayah kehidupan yang berbeda: 
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sebuah hubungan antara batasan-batasan normatif yang ingin kamu 
tegaskan dan sebuah kemungkinan tentang melampaui batasan-batasan 
tesebut, di mana-hubungan tersebut adalah satu-satunya jalan yang ingin 
kamu kaji sebagai tatanan nonnatif yang lebih baru. Ada beberapa bentuk 
tatanan normatif yang mungkin ingin kamu pertanyakan, beberapa 
di antara kamu mungkin juga ingin merombaknya, dan yang lainnya 
mungkin ingin mengujinya secara kiritis dan mungkin juga ada yang 
ingin mengesahkannya. Akan tetapi sebuah hubungan antara batasan­
batasan dan usaha untuk melampaui batasan-batasan tersebut merupakan 
masalah yang sangat mendasar. Sekali lagi, salah satu hambatan dalam 
cara berpikir kontemporer, pascamodem, pascastruktural adalah 
bagaimana memperhatikan atau bahkan menegaskan berbagai usaha 
untuk mengatasi batasan-batasan tersebut tanpa cukup memberikan 
perhatian pada masalah-masalah aktual dan hubungan yang dapat 
dikehendaki antara usaha untuk melampauinya dan batasan-batasan itu 
sendiri (atau sebuah hiperbola dan kerangka pemahahaman). 

Penjelasan La Capra tersebut menegaskan bahwa rekonsiliasi sebagai tindakan 
normatif untuk menyelesaikan persoalan masa lalu banyak memiliki keterbatasan 

secara normatif. Rekonsiliasi belum mampu keluar untuk menemukan jalan 
baru sebagai usaha untuk melampaui batasan-batasan normatif yang sudah ada. 
Rekonsiliasi mungkin saja akan terus mengidap semacam sindrom "kelemahan 
nilai-nilai mesianik" (weak messianic values). Sindrom tersebut akan terus menguat 
jika rekonsiliasi diminta sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan seluruh 

"akibat yang melampaui batasan-batasan no~atif" (excess) yang diakibatkan oleh 
pelanggaranHAMdankejahatankemanusiaan berat. Rekonsiliasi bisamenyelesaikan 

pelanggaran dan kejahatan tidak berat, namun tidak bisa menuntaskan persoalan 
pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat yang sebenamya menjadi 
kunci mengapa masyarakat Timor-Leste mengalami kehancuran dan ketiadaan 
total dalam kehidupan mereka bersama pascakonflik kekerasan yang diciptakan 

oleh pennainan politik yang menggunakan prinsip-prinsip supra individual. 
Para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan berat selalu menggunakan 

prinsip-prinsip supra individual untuk melakukan mistifikasi dalam proses 

rekonsiliasi. lstilah supra individual ini digunakan oleh Umberto Eco untuk 
menjelaskan bahwa nilai-nilai dan norma dalam kebudayaan yang menguasai 
tingkah laku manusia. Otonomi individual, dalam hal ini kemampuan untuk 
menafsirkan realitas, direbut atau bahl<an ditundukkan oleh prinsip-prinsip supra 
individual tersebut (Hoed, 2011: 91). Permainan politik supra individual selalu 
dilakukan oleh para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat 
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untuk mematikan proses semiosis terhadap penyelesaian kekerasan masa lalu. 
Para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat akan memilih 
penyelesaian lewat proses rekonsiliasi sambil terus menghindar dari tuntutan 
prinsip keadilan dan pengungkapan kebenaran. 

Dari sinilah kita bisa mengerti mengapa para pelanggar HAM dan kejahatan 
kemanusiaan berat bisa "lepac;" dari jerat hukum karena para pelaku selalu berhasil 

merebut ruang semiosis terhadap dua prinsip dasar yaitu kebenaran dan keadilan. 
Para pelaku bisa keluar dari "batasan-batasan normatif" yang sudah ada dan 

mampu membangun posisi yang kuat untuk tidalc; terjerat dalam tuntutan normatif. 
Bahkan situasinya justru sebaliknya, batasan-batasan normatif tersebut bisa mereka 
jungkirbalikkan untuk merebut ruang semiosis yang dilakukan oleh para korban. 
Posisi para pelaku seolah selalu bisa "malampaui batasan-batasan normatif" yang 
sudah ada. Ironisnya, batasan-batasan normatif tersebut sebenamya mengikat 

mereka sebagai bagian dari kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi sebagai 
aparatur negara. Inilah mengapa penyelesaian masa lalu dalam kasus Timor-Leste 
selalu berujung pada impunitas. 

Selain itu, prinsip-prinsip supra individual tersebut akan selalu digunakan 
untuk mematikan ·kemampuan para korban dalam merebut ruang tafsir masa 
lalu. Maka, dalam konteks tersebut, para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan 

kemanusiaan berat akan terus berusaha untuk melakukan mistifikasi kebenaran 

dan menghindar dari tuntutan keadilan dari para korban. Praktik rekonsiliasi bisa 
menjadi ruang yang sangat "nyaman dan aman" untuk melakukan mistifikasi. 
Dalam proses rekonsiliasi tersebut prinsip-prinsip supra individual akan 
dipraktikkan oleh para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat 

untuk membungkam ruang semiosis para korban yang menuntut pengungkapan 
kebenaran dan pemenuhan keadilan. Karenanya, para korban selalu kehilangan 
otonomi-individual mereka karena simbol komunikasi selalu bis a ditundukkan oleh 

para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat. Kondisi seperti 
ini, secara implisit, merupakan tujuan dari pembentukan Komisi Kebenaran dan 
Persahabatan (KKP) HAM antara Indonesia dan Timor-L~ste. Seperti pernah saya 
ungkapkan demikian (Kristanto, 2012: 4), 

Memang demikianlah apa yang juga kita saksikan dalam pembentukan 
berbagai komisi dan pengadilan untuk menyelesaikan persoalan 
pelanggaran HAM dan kejahatan masa lalu. Tidak jauh beringsut dari 
tampilan teatrikal, KKP HAM juga telah mempertontonkan secara 
sempurna dansangat menawan akhirsebtiah cerita dari remuknya keadilan 
bagi para korban dalam judul besar rekonsiliasi dan persahabatan. Dalam 
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panggung KKP HAM, kita l?isa melihat bagaimana "act" diperankan 
dengan sangat baik oleh para pemimpin kedua negara, baik oleh Xanana 
Gusmao sebagai presiden Timor-Leste dan Megawati Soekarno Putri 
sebagai presiden Indonesia. Sebuah "stage" yang meyakinkan untuk 
memberikan amnesti tanpa akuntalibilitas kepada para pelaku dilakoni 
dengan sangat bagus juga oleh Marty Natalegawa sebagai juru bicara 
Departemen Luar Negeri (Deplu). Dia mengatakan bahwa penyelesaian 
masa lalu antara Indonesia dan Timor-Leste, termasuk dalam proses 
pelanggaran HAM yang berat, hanya akan menggunakan KKP, dan 
komisi ini dibentuk untuk mendapatkan kebenaran sekaligus mendorong 
rekonsiliasi antara rakyat dan pemerintah kedua negara. Maka Komisi 
menampik kehadiran Komisi Ahli (Commission of Experts) dari PBB untuk 
mengawasi kinerja KKP HAM. 

Itulah mengapa proses rekonsiliasi bisa tepat dan efektif dilakukan untuk 
masyarakat akar rumput untuk kasus-kasus pelanggaran HAM tidak berat, namun 
tidak bisa dilakukan bagi para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan 
berat. Mengapa rekonsilliasi mudah dilakukan bagi komunitas atau masyarakat akar 

rumput? Karena "batasan-batasan normatif" yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran 

HAM tidak diinterpretasikan sebagai tindak pelanggaran berat dalam kehidupan 

mereka. Dari pelaksanaan PRK, kita menjadi tahu bahwa rekonsiliasi tepat dan 
efektif dilakukan dalam tingkat komunitas akar rumput karena prinsip-prinsip supra 
individual tidak berperan secara dominan dalam hubungan antarwarga Timor-Leste 
yang tercerai berai oleh konflik kekerasan politik. Dalam arti lain, tidak terlalu banyak 
mistifikasi komunikasi dan proses semiosis terhadap masa lalu yang ditundukkan 

oleh pelaku politik supra individual. Deponen dan korban masih memiliki otonomi­
individual untuk melakukan tafsir atas realitas masa lalu dalam kaca mata masing­
masing. Rekonsiliasi yang dilakukan lewat program PRK persis menjadi perwujudan 
dari apa yang dijelaskan oleh Louis Kriesberg (2001: 48) demikian. 

Rekonsiliasi mengacu pada proses di mana pihak-pihak yang telah 
mengalami hubungan yang sangat menindas atau konflik yang destruktif 
kemudian secara bersama bergerak ke wilayah lain untuk mendapatkan 
atau mengubah hubungan yang mereka percayai bisa diterima secara 
minimal oleh semua pihak. Inilah jalan, sesuatu yang pasti, memajukan 
perdamaian dan, secara optimal, juga keadilan. Rekonsiliasi juga 
dimengerti sebagai sebuah aspek kehadiran hubungan yang ditandai 
oleh berbagai tingkatan untuk saling menerima satu sama lain. Dalam 
pengertian ini, rekonsiliasi diharapkan bisa membangun perdamaian di 
masa depan dan hubungan yang lebih pasti. 
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Melihat kenyataan adanya oposisi biner yang masih terus betjalan, terutama 

dalam kategori pelanggaran HAM berat dan tidak berat, haruslah diakui bahwa PRK 

belum memiliki daya kekuatan untuk menggempur kejahatan besar dan impunitas 

dalam tingkat pelaku politik supra individual. Maka dari itu, proses rekonsiliasi yang 

dilakukan oleh warga Timor-Leste dalam tingkat akar rumput masih merupakan 

pemenuhan "minimal" dari apa yang disebutkan sebagai tuntutan atas keadilan 

dan kebenaran pada masa lalu karena belum secara total memupus impunitas yang 

dilakukan oleh para pelaku politik supra individual sabagai pelaku pelanggaran 

HAM dan kejahatan kemanusiaan berat. Meskipun demikian, proses PRK sendiri 

menjadi bagian vital sebagai upaya untuk mematahkan impunitas di tengah 

komunitas atau masyarakat akar rumput di Timor-Leste. Itu berarti bahwa dalam 

tingkat komunitas atau masyarakat akar rumput, mekanisme untuk menyelesaikan 

pelanggaran HAM dan kejahatan masa lalu dalam kategori tidak berat bisa cepat 

dilakukan karena tindakan semiosis tidak terlalu banyak terjadi mistifikasi. Dalam 

arti ini, apa yang dikatakan oleh La Capra mendapatkan penegasan bahwa prinsip­

prinsip nilai a tau norm.a untuk penyelesaian kekerasan masa lalu sangat tergantung 

dari intepretasi atas "batasan-batasan normatif" atas kejahatan dan pelanggaran 

HAM yang dilakukan pada masa lalu. 

Dalam kasus Timor-Leste, para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan berat 

belum pemah diminta tanggung jawab seperti halnya para pelaku dalam tingkat 

akar rumput. Apakah benar para pelaku kejahatan berat memang mengalami 

perasaan yang lebih berat dalam menanggung "beban normatif" atau dampak dari 

tindakkan mereka sehingga memperlambat, menghambat dan mempersulit diri 

mereka untuk melakukan "pengakuan" atas kejahatan yang sudah mereka lakukan 

di masa lalu? Kenyataan yang ironislah yang terjadi. Fakta secara fisik para pelaku 

pelanggaran HAM berat tersebut tidak mengalami tekanan penderitaan yang luar 

biasa. Kebanyakan para pelaku tersebut masih hidup lebih "nyaman dan aman," 

tetap sebagai orang terhormat, mendapatkan fasilitas politik sebagai layaknya 

orang yang masih sangat betjasa di masa lalu. Bahkan di antara pelaku memiliki 

keyakinan sebagai orang yang pantas untuk dipilih sebagai presiden negara 

Indonesia, salah duanya yaitu Prabowo Subianto dan Wiranto. Jika ditilik dari sisi 

fakta fisik-material, para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan 

berat justru bukan orang yang menderita dibandingkan sebagian besar para pelaku 

di tingkat akar rumput. Karenanya, berbicara soal penyelesaian masa lalu, keadilan 

normatif akan tents menyisakan pertanyaan atas persoalan mendasar yang tidak 

bisa tuntas diberikan. Hal ini juga dikatakan oleh Kriesberg (2001: 48) demikian. 
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Keadilan di sini mangacu pada beraneka ragam segi, bisa dimengerti 
sebagai seperangkat sistem yang masih terus berjalan dalam proses 
hubungan-hubungan sosial yang bergerak maju, dan situasi tersebut 
dilihat sebagai sesuatu yang pantas untuk orang-orang yang terlibat di 
dalamnya. Keadilan tidak pemah terwujud secara utuh, dan itu biasanya 
menampilkan berbagai kualitas-kualitas yang saling bertentangan dan 
merubah standar hubungan yang sudah ada. Kita hampir pasti selalu 
memperhatikan b~rbagai tingkatan keadilan yang ada diantara pihak­
pihak dalam hubungan sosial, seperti yang ditafsirkan oleh setiap anggota 
dari pihak-pihak itu sendiri. 

Penjelasan Kriesberg menunjukkan bahwa ada lapis-lapis atau tingkatan­

tingkatan keadilan yang harus dipenuhi dalam relasi sosial pascakonflik kekera_san. 

Kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa keadilan tradisional yang diusahakan 
oleh masyarakat Timor-Leste sendiri sudah mencukupi untuk menyelesaikan 
pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat masa lalu. Hal ini tidak bisa 
diterima karena sebagian besar masyarakat di tingkat akar rumput, baik itu pelaku 
dan korban, adalah mereka semua yang dikategorikan sebagai · "komunitas atau 

masyarakat korban" dari tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pelaku politik supra individual. Para pelaku politik supra individual 
inilah yang harus bertanggungjawab terhadap seluruh penghancuran tata sosial, 
ekonomi, hukum, budaya, dan kemanusiaan warga Timor-Leste secara luas dan 
menyeluruh. 

Koeksistensi Penyelesaian Masa Lalu 
Dilihat dari sisi para pelaku politik supra individual, kita akan menemui kenyataan 

yang sangat sulit dan rumit yakni memahami kemahiran mereka dalam melampaui 
dua batasan normatif yang fundamental, yakni kebenaran dan keadilan. Para 
pelaku ini sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk "menegakkan" batasan­

batasan normatif tersebut, namun akhimya gaga! dalam praktiknya. lnilah yang 
menyebabkan impunitas selalu menjadi soal dalam penyelesaian pelanggaran HAM 
dan kejahatan kemanusiaan berat masa lalu. Tentu saja dalam bingkai rasionalitas, 

sulitlah kita menerima "bagaimana tindakan" kejam yang dilakukan oleh aparatur 
negara Indonesia secara kolektif temyata tidak mendapatkan hukuman apa pun. 
Bahkan (re)interpretasi atas tindakan para pelaku tersebut mendapatkan pujian 
sebagai sebuah "jasa" yang patut dihargai lebih tinggi daripada korban-korban 

yang telah menderita karena perilaku politik mereka. Maka dari itu, penyelesaian 
masa lalu tidak cukup sepatah-sepatah dikatakan atau disimbolkan lewat proses 
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rekonsiliasi saja, melainkan harus disertai dengan pengungkapan kebenaran atau 

pemenuhan keadilan. 

Dalam penyelesaian pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan masa 

lalu, baik rekonsiliasi, pengungkapan kebenaran dan perwujudan keadilan 

haruslah dipenuhi bersama (koeksistensi) dan tidak bisa secara sepotong-sepotong 

dilakukan dalam prosesnya. Pengertian koeksistensi itu sendiri diungkapkan oleh 

Kriesberg (2001: 48) demikian. 

Koeksistensi secara umum mengacU: pada sebuah sikap menerima antara 
anggota-anggota komunitas yang berbeda a tau negara-negara yang saling 
bermusuhan untuk hidup bersama kembali tanpa satu unsur dalam 
kolektivitas tersebut untuk mencoba lagi. untuk saling menghancurkan 
atau merusak secara serius terhadap yang lainnya ..... meskipun demikian, 
adalah sering hal itu dipahami sebagai sesuatu yang bergerak melampaui 
tingkat minimal, yakni untuk melibatkan sebuah pemahaman tentang 
toleransi satu sama lain dan bahkan menghargainya. Juga, hal itu kadang­
kadang dipahami sebagai usaha untuk membawa persamaan hak yang 
relatif dalam posisi ekonomi dan kekuasaan politis. Perbedaan besar 
dalam kondisi-konsisi ekonomi dan kekuasaan mungkin sekali dipandang 
sebagai dominasi dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dan 
sikap penerimaannya tidak simetris. Sikap penerimaan yang ditandai 
oleh situasi tidak simetris yang besar dan pembebanan unilateral selalu 
dipandang sebagai tidak adil dan hanya memuaskan salah satu pihak saja 
dalam hubungan koeksistensi. 

Penyelesaian terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat 

dalam kasus Timor-Leste harus mencakup prasyarat koeksistensi terse but. Mengapa? 

Karena jika penyelesaian itu hanya menekankan hanya rekonsiliasi, pengungkapan 

kebenaran atau pemenuhan keadilan saja, ia akan terus melanggengkan struktur 

asimetris dan unilateral dari berbagai dominasi kekuatan yang terus ada. Tidak 

mungkin keseimbangan yang diharapkan dalam memenuhi tuntutan-tuntutan 

normatif tersebut, baik mencakup wilayah kekuatan _ekonomi dan politik, bisa 

diperoleh kalau penyelesaian itu hanya mengacu pada . satu aspek saja. Namun 

demikian, pencapaian ideal itu tidaklah mudah, bahkan realitasnya seringkali 

mengecewakan dan jauh dari bayangan yang diharapkan. 

Belajar dari banyak kasus penyelesaian pelanggaran HAM dan kejal1c1tan 

kemanusiaan berat, para pelaku kejahatan berat lebih suka memilih penyelesaian 

lewat pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi daripada lewat hukum dan 

peradilan formal. Mengapa? Karena pembuatan komisi kebenaran dan rekonsiliasi 
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biasanya tidak memiliki wewenang atau otoritas yang kuat untuk sampai pada 
tindakan memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku kejahatan atau 
aktor-aktor politik supra individual. Maka dari itu, pilihan untuk melakukan 
rekonsiliasi merupakan pilihan yang jauh Iebih "aman dan nyaman" bagi para 

pelaku kejahatan berat untuk bisa segera bersembunyi dari jeratan hukum positif. 
Selain itu, biasanya hukum positif juga sudah hancur dan tidak Iagi mampu 

untuk mengatasi pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat tersebut. 
Misalnya saja, pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) antara 
Indonesia dan Timor-Leste, tidak lebih dari sebuah model komisi untuk melakukan 

kompromi politik. Benarlah bahwa KKP sudah melakukan pengungkapan 
kebenaran, namun tidak ada sedikitpun kemauan polrtik dari masing-masing 

negara, terutama dari pihak Indonesia, untuk menyelesaikannya dengan memenuhi 
prinsip keadilan. Alih-alih keadilan, komisi itu tidak lebih sebagai alat bagi kekuatan 
politik Indonesia untuk segera "cuci tangan" dari seluruh jerat hukum bagi bekas 
dan pejabat (militer) atau sipil Indonesia yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan 
kejahatan kemanusiaan berat di Timor-Leste. 

Karena itu, rekonsiliasi untuk penyelesaian masa Ialu masih mengandung 

bahaya la ten yang akan digunakan dan dimanfaatkan oleh para pelaku pelanggaran 
HAM dan kejahatan kemanusiaan berat untuk menghindar dari tanggung jawab 
mereka terhadap masa lalu. Lebih lanjut, gagasan-gagasan penyelesaian masa 
Ialu yang hanya menitikberatkan pada rekonsiliasi sebenarnya tidak ubahnya 
melanggengkan impunitas. Rekonsiliasi hanya cocok dan bermanfaat untuk 

penyelesaian masa lalu di tingkat komunitas akar rumput, namun tidak bisa 
digunakan untuk tingkat yang lebih tinggi, misalnya di tingkat pejabat tinggi 

dan struktural negara. Bahkan dalam penyelesain kasus Timor-Leste, tanggung 
jawab terhadap masa lalu tidak saja terletak di pundak Indonesia, namun dunia 
internasional, terutama Amerika Serikat, Portugal, Australia dan juga PBB. 

Negara-negara tersebut dan juga badan dunia itu, jelas telah gaga! menjaga 

ditegakkannya prinsip-prinsip kemanusiaan di Timor-Leste, bahkan sampai sekarang 
mendukung the crime of silence. PBB sebagai badan dunia yang paling bertanggungjawab 
atas penyelidikan masa lalu Timor-Leste bahkan menguburkan dokumen pent.ing 
tentang Timor-Leste yang dibuatnya sendiri. Dokumen tentang penyelidikan kejahatan 

kemanusiaan di Timor-Leste 1999 yang menjadi pesanan dari OHCHR (Office of the High 
Commissioner of Human Rights a tau Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia) di PBB 

yang disusun oleh Geoffrey Robinson, temyata sampai sekarang tidak ditindaklanjuti 
dengan pembuatan pengadilan intemasional untuk para pelaku pelanggaran HAM 
dan kejahatan kemanusiaan berat di Timor-Leste 1999. 
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Secara khusus untuk pemerintah Indonesia sendiri, kecenderungan untuk 
menguburkan dan melupakan tanggung jawab masa lalu untuk Timor-Leste 
sangatlah besar. Jelas sikap ini tidak akan pernah membuat Indonesia menjadi bersih 
dan dewasa dalam bersikap terhadap masa lalunya. Apalagi kasus pelanggaran 
HAM dan kejahatan kemanusiaan berat di Timor-Leste menjadi sangat unik karena 

sebagian besar pelaku berada di Indonesia yang bukan wilayah yurisdiksi negara 
Timor-Leste. ltu berarti bahwa para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan 
kemanusiaan berat yang sebagian besar berkewarganegaraan Indonesia hanya 

menyisakan satu kemungkinan yakni harus diseret ke pengadilan lewat pengadilan 
internasional. Syaratnya, ada niatan politik dari PBB untuk membuka kasus itu 
kembali dan tidak menguburkannya. 

Jika pembiaran atau impunitas tersebut terus terjadi, hal ini menjadi preseden 

buruk bagi lembaga PBB dan terlebih bagi masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena 
potensi kekerasan negara (state violence) terhadap masyarakat Indonesia masih 
mungkin dilakukan dan diulangi lagi di masa yang akan datang. Ini jelas situasi 
yang sangat tidak menguntungkan dan berbahaya bagi masyarakat Indonesia 
sendiri. Karena itu, tragedi kemanusiaan Timor-Leste tetap menjadi sejarah yang 
tidak bisa dikuburkan dan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. 

Shared History dan Rekonsiliasi 
Sejarah masyarakat Timor-Leste akan ikut andil dalam interpretasi dan reinterpretasi 

terhadap sejarah masyarakat Indonesia meskipun di dalamnya tersimpan berbagai 
narasi antagonistik yang pasti tidak mudah untuk masyarakat Indonesia. Hal ini 
juga ditegaskan oleh Kriesberg (2001: 62) demikian. 

Sejarah dan realitas dari hubungan antara pihak-pihak yang saling 
berlawanan sangat mempengaruhi wacana perubahan dalam bentuk 
koeksistensi dan juga memungkinkan terbentuknya aturan main baru yang 
lahir dari aspek-aspek rekonsiliasi yang dimaksudkan untuk melakukan 
perubahan-perubahan tersebut. Mengembangkan suatu sejarah bersama, 
atau setidaknya sebuah pengetahuan yang saling mengisi satu sama lain, 
telah mengubah sejarah sebagai salah satu aspek yang sangat penting bagi 
rekonsiliasi. 

Berbagi sejarah bersama (shared history) bisa dilakukan antara masyarakat Indonesia 
dan Timor-Leste untuk memahami relasi antagonistik yang terjadi dalam sejarah 

hubungan kedua negeri ini di masa lalu. Sungguh hal ini tidak bisa dikuburkan 
dan dilupakan, maka testimoni dan kesaksian para penyintas (survivors) tragedi 
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kemanusiaan di Timor-Leste 1999 menjadi salah satu model yang bisa dikembangkan 

untuk melakukan "shared his ton/' dan "shared narrative" terhadap peristiwa sejarah 

masa lalu. Untuk saat ini, hal itu tidak mungkin diharapkan datang dari otoritas 

resmi negara Indonesia. Jika ada niatan baik dari pemerintah Indonesia untuk 

m.elakukan "shared history" tentang kasus Timor-Leste terhadap masyarakat 

Indonesia, pastilah itu sebuah langkah maju. Tetapi hal itu masih jauh dari harapan, 

karena sampai sekarang pemerintah Indonesia masih merasa bahwa pelanggaran 

HAM dan kejahatan l<emanusiaan berat di Timor-Leste sebagai beban tanggung 

jawab yang berat dan sulit untuk diungl<apkan secara terbuka. Selain itu, masih 

banyaknya (bekas) pejabat rniliter atau sipil Indonesia yang masih berpengaruh 

pada kekuasan politik Indonesia sampai pada Orde Reformasi yang terlibat dalam 

berbagai pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat masa lalu, belum 

memungkinkan sejarah kelam Timor-Leste bisa dijadikan wacana terbuka dan 

kritis, misalnya dalam pelajaran sejarah atau ilmu-ilmu sosial di sekolah-sekolah di 

Indonesia. 

Testimoni dan kesaksian para penyintas bukanlah senjata ampuh yang 

langsung bisa menghancurkan kekuatan dan kekuasaan politik supra individual, 

namun jelas menjacli signijiant (penanda) sejarah atau model historiografi yang 

fundamental untuk terus mengingatkan negara akan tanggung jawabnya untuk 

mengingat (state's duty to remember) atas kelakuan dan perilakunya di masa lalu, 

Selain itu, pentinglah bahwa testimoni dan kesaksian para penyintas di Timor-Leste 

tersebut menjadi bagian paling fundamental dari ingatan masyarakat Indonesia 

untuk melakukan tanggung jawab etis terhadap masa lalunya terhadap masyarakat 

Timor-Leste. Melakukan transference terhadap pengalaman sejarah. Timor-Leste 

sebenamya merupakan tindakan positif untuk kesehatan mental sosial bagi 

masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini seperti dikatakan oleh La Capra (2001: 

178) demikian. 

Saya akan mengatakan bahwa bagian sejarah. dan pemahaman sejarah 
termasuk di dalamnya melakukan penelitian, akan tetapi tidak dibatasi 
hanya tentang ha! itu, terkait dengan masalah-masalah pencerahan dan 
rasionalitas yang mendasar. Salah satu tujuan dari historiografi (termasuk 
historiografi sebagai working through) adalah sebuah usaha untuk 
memulihkan kehidupan para korban, sejauh memungkinkan, martabat 
mereka yang telah diambil oleh para penindas. Hal ini merupakan unsur 
yang paling penting dalam pemahaman sejarah: sebuah usaha, secara 
simbolis, untuk mengganti kerugian bagi hal-hal yang sudah pasti yang 
tidak akan pemah bisa tergantikan sepenuhnya. Seseorang harus melihat 
pemahaman sejarah sebagai bagian dari proses keterlibatan untuk 
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working through dalam pengertian yang lebih luas (bisa juga dikatakan, 
kerterlibatan dalam sebuah wacana yang juga menjadi sebuah wacana 
ratapan dan juga segenap kritiknya - kritik adalah salah satu bentuk lain 
dari working through). 

·Pemahaman yang baik atas sejarah Timor-Leste, termasukniatan untuk terlibat 
dalam wacana ratapannya, merupakan sebuah tindakan yang sangat baik untuk 
mengembalikan martabat para korban. Meskipun bukanlah pemulihan secara total, 

masyarakat yang mengingat pun akan memulihkan martabat diri mereka sendiri. 
Melakukan ratapan terhadap masa lalu, dengan kembali pada seluruh kompleksitas 
tragedi kemanusiaan yang tetjadi, menjadi simbol··simbol yang bisa membantu 
untuk membangun subtansi akal sehat kita sebagai manusia dengan segala nilai­

nilai kemanusiaannya. Dimensi inilah yang menjadi penting dalam pemahaman 
sejarah dengan menitikberatkan pada pengalaman para korban, yakni pemahaman 
sejarah yang dilambari semangat working through. Sejarah yang dikembangkan dan 

ditafsirkan bukan dari sudut pelaku politik supra individual, namun sejarah yang 
memberikan ruang gerak bagi semua individu untuk melakukan semiosis terhadap 
masa lalunya yang dipenuhi oleh tragedi yang kelam akibat pelanggaran HAM 
dan kejahatan kemanusiaan berat. Sejarah yang didasarkan niat untuk melakukan 

working through merupakan sejarah yang terbuka terhadap kritik dan bukan anti 

terhadap segala kritik. 
Maka dari itu, para · penyintas harus tetap didorong untuk menarasikan 

pengalaman mereka tentang pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di 
Timor-Leste 1999. Tindakan ini bukan sekedar untuk melakukan pros~s rekonsiliasi 
-terhadap masa lalu, namun "teriakan" untuk tidak membiarkan impunitas. Ingatan 
akan pengalaman traumatis menjadi simbol terhadap keperpihakan pada para 

korban dan dengan demikian mau menempatkan sejarah mas a lalu dalam kerangka 
yang lebih "masuk aka!" dan berjarak dengan segala kompleksitas emosional 
yang menyertainya. Dengan dernikian, testimoni dan kesaksian para penyintas 

pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat ~i Timor-Leste sebenarnya 
merupakan dasar yang sangat penting bagi pembangunan epistemologi sosial 
yang sangat berharga dan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Karena di sanalah 

sebenarnya akal sehat mulai dihargai kembali dan bukan sebuah tindakan primitif 
yang brutal seperti yang dilakukan oleh para pelaku politik supra individual yang 
tercermin dalam perilaku (bekas) pejabat rniliter dan sipil negara Indonesia yang 
melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat di Timor-Leste. 

RETORIK I Jurnal Ilmu Humaniora Barn I Vol. 3 No. 2,Juni 2013 



Koeksistensi Penyelesaian Masa Lalu di Timor-Leste: Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi I 93 

Kesimpulan 
Rekonsiliasi tanpa disertai oleh pengungkapan kebenaran d<;1.n pemenuhan keadilan 

dalam penyelesaian pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat masa lalu 

akan berakhir pada impunitas. Berdasarkan pengalaman masyarakat Timor-Leste 

pasca konflik kekerasan tahun 1999 yang melakukan Proses Rekonsiliasi Komunitas 

(PRK), saya menegaskan bahwa rekonsiliasi hanya cocok, efektif, dan tepat dilakukan 

untuk penyelesaian pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan dalam kategori 

tidak berat yang tetjadi di tengah komunitas akar rum put. Namun demikian praktik 

rekonsiliasi seperti itu sering juga dicomot begitu saja oleh aparatur negara dalam 

tataran pengambil keputusan. Pembentukan Kornisi Kebenaran dan Persahabatan 

(KPP) HAM antara pemerintah Indonesia dan Timor-Leste, misalnya, jelas memakai 

paradigma rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan kejahatan 

kemanusiaan berat yang terjadi di Timor-Leste. 

Rekonsiliasi seperti itu bisa dilakukan antara kedua negara, namun pada 

praktiknya mengabaikan hal yang mendasar yakni pemenuhan keadilan. KPP 

HAM telah mencoba mengungkap kebenaran (meskipun tampak tidak secara utuh), 

namun kemudian menolak secara tegas temuan-temuan yang terjadi di masa lalu 

untuk dibawa ke dalam proses pengadilan. Ini menjadi jelas bahwa pembentukan 

komisi tersebut lebih menekankan rekonsiliasi atas masa lalu yang dibebani oleh 

tragedi kemanusiaan yang berat, tanpa mau melihat lebih jauh aspek paling 
mendasar dalam pemenuhan rasa keadilan bagi para korban dan. keluarga korban. 

Karenanya, KPP HAM antara Indonesia dan Timor-Leste berusaha menggunakan 

rekonsiliasi agar bisa tetjalin kembali persahabatan antara kedua negara, namun telah 

menguburkan hal paling mendasar dari penyelesaian masa lalu yakni pemenuhan 

keadilan. Karena itu, rekonsiliasi selalu mengandung bahaya II mistifikasi" dengan 

menjadi ruang yang II aman dan nyaman" bagi para pelaku pelanggaran HAM dan 

kejahatan kemanusiaan untuk mempraktikkan prinsip-prinsip supra invididual. Itu 

berarti tidak ada ruang semiosis bagi para korban (survivors) untuk merebut ruang 

tafsir yang adil bagi sejarah masa lalu. 

Dengan demikian, rekonsiliasi sebagai salah cara untuk penyelesaian 

masa lalu tidak bisa dipraktikkan bagi kasus-kasus pelanggaran HAM dan 

kejahatan kemanusiaan berat di masa lalu. Selain itu, rekonsiliasi yang dilakukan 

dalam tingkat pengambil keputusan atau otoritas negara, seperti halnya yang 

dialakukan oleh Indonesia dan Timor-Leste, akhirnya hanya akan membawa cerita 

"kemenangan" bagi para pelaku, yakni (mantan) pejabat tentara dan sipil Indonesia 

yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat di Timor­

Leste. ltu berarti impunitas kembali menjadi signifie (petanda) sejarah yang kuat 
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bagi masyarakat Indonesia. Shared history dan shared narrative yang bertolak dari 
testimoni dan kesaksian korban kekerasan politik di Timor-Leste menjadi penting 
untuk membongkar signifie (petanda) sejarah tersebut. Maka, testimoni dan 

kesaksian para korban menjadi dasar yang fundamental untuk terus mengingatkan 
negara akan tanggung jawabnya untuk mengingat (state's duty to remember) atas 

kelakuan dan perilakunya di masa lalu. 
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